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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang

bahwa untuk memberikan pelayanan pertanahan kepada
masyarakat yang lebih optimal dan pemenuhan
kekurangan Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu dilakukan penyempurnaan guna mewujudkan
kelancaran dan tertib administrasi pengadaan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri;

bahwa dengan adanya perubahan organisasi di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional dan perubahan istilah Pegawai Tidak Tetap
menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, perlu

penyesuaian nomenklatur;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5747);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN
PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya
disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap dan pegawai
lain yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dan
dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

2. Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
adalah proses pengadaan pegawai dari masyarakat
umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi
untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa jenis
pekerjaan yang tercantum dalam = Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran.

3. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang logis,
teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui
jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan, melalui
analisis beban kerja.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai

pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pejabat
Pembuat Komitmen dengan Pegawai Pemerintah Non

Pegawai Negeri.

BAB II

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kesatu

Pengadaan dan Jenis Pekerjaan

Pasal 2

Pengadaan PPNPN dilakukan oleh Kepala satuan kerja di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, untuk memenuhi kebutuhan
pegawai pada masing-masing satuan kerja.
Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Unit Pejabat Tinggi Madya di Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
b. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan

d. Kantor Pertanahan.

Pasal 3

Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPNPN
meliputi pekerjaan teknis dan administratif di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang, sebagaimana yang
tercantum dalam DIPA.

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPNPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang
bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi

pada masing-masing satuan kerja.
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Bagian Kedua

Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

Perencanaan kebutuhan PPNPN dilakukan dalam kurun
waktu tertentu, dengan melakukan Analisis Kebutuhan
Pegawai oleh unit yang membidangi kepegawaian pada
masing-masing satuan kerja.

Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
nama jabatan dan jumlah PPNPN yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas jabatan dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun anggaran dan ditetapkan oleh masing-masing
Kepala Satuan Kerja.

Penetapan Hasil Analisis Kebutuhan pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai
dengan format tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga

Kualifikasi

Pasal 5
Untuk dapat mendaftar sebagai calon PPNPN, harus
memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas atau sederajat;
d. sehat jasmani dan rohani; dan
e. berkelakuan baik.
Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan

kerja.
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